
1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis

dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana

masyarakat dan menyalurkan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif maupun

konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah

di bidang moneter dan keuangan dalam mendukung stabilitas pembangunan

nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman,

tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perpembiayaanan demi

kelancaran dunia usaha dan perdagangan1

Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan berkaitan tidak terlepas dari

kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada

bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang

atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau

finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada

bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu

segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang

1Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil. BPFE, Yogyakarta .
2006.hlm.56
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Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-

prinsip perbankan (prudent banking) dengan cara menggunakan rambu-rambu

hukum berupa safe dan sound. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum

adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan

fee based, dan kegiatan dalam bentuk investasi.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula

kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok

orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan.

Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan

semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana perbankan berdasarkan

peraturan umum dalam undang-undang perbankan dan yang diatur khusus dalam

perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan. Bank harus menjaga

kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara

bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban

yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun

diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau otoritas jasa keuangan.

Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum

yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada

hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga

menimbulkan keruguian metriil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri

maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.
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Secara umum kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang digolongkan

dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum admnistrasi yang memuat

sanksi-sanksi pidana. Istilah kejahatan di bidang perbankan adalah untuk

menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan

kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Kejahatan di bidang perbankan

adalah salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan

menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya dengan modus yang

sangat sulit dipantau atau dibuktikan berdasarkan undang-undang perbankan.

Modus operansi kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui memperoleh

kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif,

penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan

jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak

membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga

memaksa bank atau pihak yang terafeliasi memberikan keterangan yang wajib

dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada bank

Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengijinkan,

menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang

atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain

mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk

melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMKP)2

2 Marfei Halim. Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia, Jakarta, 2002.hlm. 34
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Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana perbankan adalah

pembiayaan fiktif. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa Anggota Dewan

Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan
atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan
kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau
rekening suatu bank;

c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah,
mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan
pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun serta denda
sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b, istilah pengawai

bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan

Pasal 49 ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir a bahwa yang dimaksud

dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam

Pasal 49 ayat (2) butir b yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank

yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan

dengan usaha bank yang bersangkutan.

Salah satu perkara tindak pidana perbankan dengan modus pembiayaan fiktif di

Provinsi Lampung terjadi pada BRI Cabang Telukbetung, yang empat berkas

perkara kredit fiktif PT Natar Perdana Motor (NPM) yang diberikan oleh BRI

Cabang Telukbetung. Kronologisnya adalah pada tahun 2006-2010 PT NPM
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sebagai avalis (lembaga pembiayaan) mengajukan kredit kendaraan bermotor

kepada PT BRI KCU Telukbetung sebanyak 16.274 kreditor senilai Rp180 miliar.

Dari jumlah kreditor tersebut, 10.795 kreditor atau senilai Rp81,2 miliar

dinyatakan fiktif karena persyaratan yang digunakan adalah persyaratan kreditor

atau nasabah lama. Sehingga merugikan kreditor fiktif tersebut yang tidak dapat

mengajukan kredit ke bank. Pada 4 Januari 2012 permasalahan tersebut

dilaporkan pada Polda Lampung dengan nomor laporan LP/A-60/I/2012. Perkara

itu sendiri diinformasikan setahun sebelumnya. Dalam laporan itu dijelaskan,

proses kredit yang dilakukan oleh pihak BRI diduga dilakukan untuk menutupi

pengambilan dana di BRI oleh PT NPM sebesar Rp 81,2 miliar dan terkesan dana

tersebut diberikan BRI atas pengajuan dan permohonan kredit para debitur.

Kenyataannya, para debitur yang sekaligus sebagai konsumen di PT NPM, tidak

pernah mengajukan dan menerima fasilitas kredit dari PT BRI KCU Teluk

Betung.3

Terkait dengan tindak pidana perbankan dengan modus pembiayaan fiktif, para

pelaku juga diancam dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yaitu barang siapa

menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai

sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud

untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah

keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat

menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 266

ayat (2) KUHP menyatakan bahwa diancam dengan pidana yang sama barang

siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya

3 http//:www.radarlampungonline.tindakpidanaperbankan.htm.Diakses 20 September 2014
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tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika

pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Setiap pelaku tindak pidana perbankan harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada

dasarnya merupakan ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang

dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan

hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar

tanggungjawab moralnya masing-masing. Selain itu pertanggungjawaban pidana

dapat bermanfaat untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan

dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pertanggungjawaban pidana

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak

lain pertanggungjawaban pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain

dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pertanggungjawaban pidana mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan

pertanggungjawaban pidana,mendasarkan pada keadaan obyektif dan

mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak

pidana. Dengan kata lain tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk

mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan

masyarakat. Tujuan pertanggungjawaban pidana bukan merupakan pembalasan

kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah

agar orang tidak melakukan kejahatan. Ketentuan mengenai pemidanaan ini juga

memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana

kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah
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berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan

mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Perkara tindak pidana perbankan dengan modus pembiayaan fiktif di Provinsi

Lampung terjadi pada BRI Cabang Telukbetung, yang empat berkas perkara

kredit fiktif PT Natar Perdana Motor (NPM) yang diberikan oleh BRI Cabang

Telukbetung, sebagaimana terdapat dalam Perkara Nomor: 483/Pid.Sus./2013/

PN.TK. Terdakwa Didit Wijayanto, SE, MM  Bin Agus Suroso dijatuhi pidana

penjara selama 3 (tiga tahun)  dan denda sebesar Rp.2.000.000.000, 00 (dua miliar

rupiah) subsider dua bulan kurungan.

Berdasarkan data di atas maka terdapat kesenjangan antara ketentuan Pasal 49

ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan

pelaksanaan di lapangan yaitu dalam Perkara Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK.

Peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: Analisis Pertimbangan

Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan

dalam Perkara Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

pelaku tindak pidana perbankan dalam Perkara Nomor: 483/Pid.Sus./2013/

PN.TK?
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b. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak

pidana perbankan dalam Perkara Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK telah

memenuhi keadilan Substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

tindak pidana perbankan dalam Perkara Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK dan

keadilan substantif putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

tindak pidana perbankan dalam Perkara Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK.Ruang

lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung

Karang dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian

ini adalah untuk:

a. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

pelaku tindak pidana perbankan dalam Perkara Nomor: 483/Pid.Sus./2013/

PN.TK;

b. Mengetahui keadilan Substantif dalam putusan hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam Perkara Nomor:

483/Pid.Sus./2013/PN.TK telah memenuhi keadilan Substantif.
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam

Perkara Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK dan putusan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam Perkara

Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK telah memenuhi keadilan Substantif.

b. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran

bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan akan melakukan

penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya

dalam penelitian ilmu hukum.4 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini

didasarkan pada berbagai teori sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses

4 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14
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penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian,

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan

dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini

dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan

putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim

yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.5

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

5 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika.2010, hlm.103.
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a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas

dan fungsi yudisialnya. 6

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku,

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-
syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang
berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti keseimbangan yang
berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari
hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan
dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana,
hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam
perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam
penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada
pengetahuan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan
pertimbangan yang baik.

c. Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya
dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka
menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini
merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara,

6 Ibid, hlm.104.
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hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi
harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan
keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus
diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya
dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan
pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui
bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara
pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun berkaitan dengan
masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara
yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar
hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara, sehingga akan
tercipta kepastian hukum .

f. Teori kebijaksanaan
Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori
ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak.
Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang
tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan
melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi
keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.7

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang

terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek

prosedural akan di ‘nomorduakan’. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke

dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif,

keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut

pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat.

Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan

7 Ahmad Rifai, op cit. hlm.105-106.
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yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif

adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk

memperoleh keadilan.8

Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif karena keadilan

berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal-

prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim MK saat

memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya. Sebagai

lembaga yang mengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir

konstitusi, maka konsekwensinya menjamin hak-hak rakyat yang telah ditegaskan

dalam konstitusi. Salah satu hak yang harus dijamin adalah rasa keadilan.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil.

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada

yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip,

yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap

manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah

itu dikatakan adil.9

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa

hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai

bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur,

formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu

sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap

8 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd.com
9 Sudarto. Op Cit. hlm. 64
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hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi

hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu

menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh

kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-

undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana  undang-undang. Artinya,

hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda

dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu

saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan

lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal

salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil

(hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar

substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim

harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan

substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi

rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang

yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum
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2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian10. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim adalah bentuk kebebasan hakim dalam memeriksa dan

mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap

dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada

satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya

tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak

hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat

perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban,

keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 11

b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib

hukum dan terjaminnya kepentingan umum.12

c. Tindak pidana perbankan adalah setiap jenis perbuatan melanggar hukum

yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Modus operansi kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui

memperoleh pembiayaan dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau

jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian pembiayaan, mendapat

10 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103
11 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar
Grafika, Jakarta. 2010, hlm.101.
12 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25
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pembiayaan berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama,

memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang

seharusnya dipenuhi.13

d. Keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-

aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan

prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat14

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dan memahami isi Skripsi

secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut:

I Pendahuluan, bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan

Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,

dan Sistematika Penulisan

II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang pengertian dan unsur-unsur tindak

pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana perbankan, penanggulangan

tindak pidana dan penegakan hukum pidana.

III Metode Penelitian, Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian,

terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan

Pengolahan Data serta Analisis Data.

13 Marfei Halim. Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia, Jakarta, 2002.hlm. 34
14 Sudarto. Op Cit. hlm. 64
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IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi deskripsi dan analisis

terhadap hasil penelitian yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam Perkara Nomor:

483/Pid.Sus./2013/PN.TK serta analisis terhadap putusan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam Perkara

Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK telah memenuhi keadilan Substantif

V Penutup, berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang berupa jawaban atas

permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan

dengan penelitian demi perbaikan di masa mendatang.


